LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT it BOGOR

Nomor : 11 Th. 1999 : Seri :

B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR

: 6 TAHUN : 1999

TENTANG :

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

I a.

bahwa dengan -ditetapkannya _Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang
Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang—
undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi
tempat rekreasi dan olah raga merupakan
jenis retribusi daerah tingkat II;

bahwa tempat rekreasi dan olah raga yang
berada di wilayah Kabupaten Bogor merupakan
objek dan daya tarik wisata yang dapat di-
nikmati oleh semua lapisan masyarakat:

. bahwa urituk memenuhi sebagaimana dimaksud

huruf a dan b diatas, perlu pengaturan
retribusi rekreasi dan olah raga yang di-
tetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat : .....



Mengingat

A
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Ling-
kungan Jawa BRarat (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 8);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209):;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3427):

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3693):

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975,
tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 5);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994,
tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Zona
Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya
dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3544);

9. Peraturan .....



11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997,
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3692);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Parpostel Nomor 70/PW.105/
MPPT-85, tentang Peraturan .Usaha Rekreasi
dan Hiburan Umum;

Keputusan Menteri Parpostel Nomor 71/PW.105/
MPPT-85, tentang Peraturan Usaha Penggolongan
Perkemahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997, tentang "'Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-—
jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat
11; ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
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Bogor Nomor 7 Tahun 1985, tentang Pembentukan
Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bogor;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Bogor Nomor 9 Tahun 1985, tentang Ketentuan
I1jin Usaha Kepariwisataan Di Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor 12 Tahun 1992;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1
Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan
dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap
Pelanggaran Peraturan .Daerah yang memuat
Ketentuan Pidana;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bogor Nomor 11 Tahun 1997,tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Daerah Tingkat 1I Bogor.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

BOGOR, TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

a. Daerah .....



a.

b.
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Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor; .

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa—
ten Daerah Tingkat II Bogor;

. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Tingkat 11 Bogor:

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang
berhubungan dengan penyelanggaraan pari-
wisata;

Pariwisata adalah segala sesuatu yang ber-
hubungan dengan wisata termasuk pengusahaan
objek dan daya tarik wisata serta usaha—
usaha yang terkait dengan bidang wisata;

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau
sebagian dari kegiatan tersebut yang di-
lakukan secara sukarela serta bersifat olah
raga, rekreasi dan hiburan umum untuk me-
nikmati objek dan daya tarik tersebut tanpa
merusak Tingkungan:

. Wisatawan adalah orang yang melakukan

kegiatan wisata;

Objek dan daya tarik wisata adalah wisata
alam, wisata budaya dan wisata minat khusus

yang berdasarkan peraturan perundang-undang-
an dikelola oleh pemerintah;



k.

q.
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Rekreasi adalah aktifitas yang dilakukan di
tempat—-tempat yang mengandung unsur hiburan,
pendidikan dan kebudayaan;

Olah Raga adalah setiap kegiatan fisik yang
mengandung permainan dan berisi perjuangan
dengan diri sendiri atau dengan orang lain
atau konfrontasi dengan unsur alam:

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas

tertentu dibidang retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan daerah
yang berlaku;

. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Koman-

diter, Perseroan lainnya, BRadan Usaha Milik-
Negara atau Daerah dengan nama bentuk apa-

pun, Persekutuan,Perkumpulan, Firma, Kongsi,

Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang se—

jenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha

Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya:

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas
jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat juga disediakan oleh
sektor swasta;

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang
selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat
rekreasi, pariwisata dan olah raga yang di-
miliki dan dikelola oleh pemerintah daerah:

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melaku-
kan pembayaran retribusi;

r. Surat .....



r.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang se-
lanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terutang;

. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang se-

lanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola
data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan ke-
wajiban retribusi daerah berdasarkan per-
aturan perundang-undangan retribusi daerah;

. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi

daerah adalah serangkaian tindakan yang di-
lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di-
bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah
raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah
raga.
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Pasal 3

(1) Obiek Retribusi adalah setiap pelayanan
penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan
olah raga yang dikelola oleh pemerintah
daerah.

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah
pelayanan penyedian tempat rekreasi dan
olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh
pihak swasta.

Pasal 4
Subjek retribusi tempat rekreasi dan olah raga
adalah orang pribadi atau badan yang mengguna-—

kan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rek-
reasi dan olah raga.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

| Retribusi tempat rekreasi dan olah raga di-
golongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan

frekuensi dan atau lamanya pemanfaatan tempat
rekreasi.dan olah raga.
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur
dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagai peng-
gantian biaya penyelenggaraan, keamanan, ke—

bersihan dan administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan
jenis fasilitas, lokasi-lokasi dan jangka
waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif
fasilitas sejenis yang berlaku di wilayah
daerah atau sekitarnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan
sebagai berikut :

a. Orang :

1. hari minggu/libur... Rp. 1.500/orang.
2. hari biasa ......... Rp. 1.000/orang.

1. sepeda motor ....... Rp. 500/buah.
2, mobil ..ieveernenn.. Rp. 1.000/buah.
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C. Bagi rombongan pelajar, mahasiswa, kar—
yawan/TNI dapat diberikan reduksi tarif
masuk sebesar 25 X ( dua puluh lima per—
sen ) dan khusus untuk rombongan anak-
anak sekolah dasar diberikan reduksi
sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang di pungut di wilayah

daerah tempat pelayanan penyediaan tempat
rekreasi dan olah raga diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbit-
kan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong-
kan.

(2) Retribusi dipungut dengzn menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan, yang
bentuk serta isinya ditetapkan oleh Kepala
Daerah.



BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus
dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran retribusi diatur dengan keputus-
an Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1) surat teguran atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah
tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat 1lain yang sejenis disampaikan
wajib retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan, keringanan dan pem-
bebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain pada saat masa liburan
sekolah.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pem—
bebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XIV
KADALUWARSA

Pasal 16

Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun ter—
hitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa .....



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat
paksa atau;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib
retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB Xv
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah Retribusi terutang.

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan pemerintah daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :
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. menerima, mencari, mengumpulkan dan me—

neliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan ter—
sebut menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan kete—
rangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilaku~
kan sehubungan dengan tindak pidana
retribusi daerah;

. meminta keterangan dan bahan bukti dari

orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah;

. memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan

dokumen—dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

. melakukan penggeledahan untuk mendapat-

kan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen—dokumen lain,serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah;

. menyuruh berhenti dan atau melarang se—

seorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa indentitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana yang di-
maksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana retribusi daerah;
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i. memanggil orang untuk didengar keterang-
annya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

i. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang diperlukan
untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bogor Nomor 13 Tahun 1992, tentang Retribusi
Usaha Sarana Pariwisata dan Masuk ke Objek dan
Dava Tarik Wisata dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan
daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 11 Mei 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TINGKAT II BOGOR

KETUA,
Ttd Ttd
H. ESO SUKARSO AGUS UTARA EFFENDI, S.IP

Peraturan Daerah 1ini disahkan oieh Menteri
Dalam Negeri dengan Keputusan :

Nomor : 974.32-869.
Tanggal : 13 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 11,
Seri : B.
Tanggal : 20 Agustus 1999.




